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ABSTRAK 

Rudi Indra Pratama (2019), Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK 

terhadap Alokasi Belanja Modal dengan PDRB sebagai Variabel Moderasi 

pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2018. 

Dengan Pembimbing Skripsi I Dr. M. Ridwan, M.A dan Pembimbing II 

Muhammad Syahbudi, M.A 

  

Belanja modal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan asli 

daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan produk domestik regional 

bruto, Beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah realisasi untuk 

pendapatan asli daerah selama 9 tahun, kemudian adanya kenaikan pada 

pendapatan asli daerah sedangkan belanja modal naik turun, adanya dana alokani 

khusus yang tidak diterima schingga bisa mempengaruhi belanja modal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli dacrah, dana 

alokani umum, dana alokasi khusus, dan PDRB sebagai pemoderasi terhadap 

belanja modal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bersumber 

dari dokumentasi yang diambil dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dan 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran 

Tahun 2010-2018. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 

asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan pada uji simultan (Uji F) balwa 

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan PDRB 

sebagai pemoderasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. 

Sedangkan berdasarkan uji parsial (Uji t). pendapatan asli daerah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap belanja modal selanjutnya dana alokasi umum 

tidak berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal, kemudian dana alokasi 

khusus berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal, kemudian pendapatan 

asli daerah yang dimoderasi PDRB berpengaruh positif dan signifikan serta 

memperkuat terhadap belanja modai, dana alokasi umum yang dimoderasi PDRD 

tidak berpengaruh dan signifikan namun memperkuat terhadap belanja modal, 

kemudian dana alokasi khusus yang dimoderasi PDRB berpengaruh dansignilikan 

serta memperkuat terhadap belanja modal.  

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi ialah usaha usaha untuk meningkatkan taraf hidup 

suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendah nya pemdapatan real 

perkapita. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat 

tertentu di tentukan oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, tingkat 

teknologi dan keadaan pasar.1 Setiap pembangunan daerah adalah  sebagai bagian 

dari pembangunan nasional dimana pada hakekatnya  ialah upaya untuk 

meningkatkan kapasitas serta potensi pada pemerintahan daerah sehingga tercipta 

suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan 

serta memberikan pelayanan prima dan optimal  kepada masyarakat. 

Pembangunan bukanlah semata fenomena ekonomi, pembangunan harus dipahami 

sebagi salah satu proses yang berdimensi jarak yaitu melibatkan 

perubahanperubahan besar dalam struktur sosial, seluruh rakyat dan kelembagaan 

nasional serta percepatan pembangunan ekonomi, pengangguran ketidakmerataan, 

kemiskinan absolute 2 . Otonomi yang diberikan kepada daerah dengan 

memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara 

proporsional. Berlimpahnya tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan 

pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Peningkatan alokasi belanja 

modal dalam bentuk aset tetap yang meliputi infrastruktur, peralatan, sarana dan 

prasarana sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena 

semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. 

Oleh karena itu, adanya otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada 

pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat 

kebijakan-kebijakan strategis yang bisa mempengaruhi pada kemajuan daerahnya. 

                                                             
1 Irawan, M. Supermoko. Ekonomika Pembangunan, (Yogyakarta:  BPFE,1997)  h 5 
2 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. Economics Development. Terj. Pembangunan 

Ekonomi.  Jilid I. (Jakarta: Erlangga, 2006). h.7 
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Tabel 1.1. 

Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar 

Harga Konstan Tahun 2010-2018 (Miliar Rupiah) 
 

TAHUN PDRB 

2010 
331,085.24 

2011 
353,147.59 

2012 
375,924.14 

2013 
398,727.14 

2014 
419,573.31 

2015 
440,955.85 

2016 
463,775.46 

2017 487,531.23 

2018 512,765.63 

 

 

 

Gambar 1.1 

Perkembangan Produk Domestik Regional Brotu di Sumatera Utara 

2010-2018 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PDRB 331085 353148 375924 398727 419573 440956 463776 487531 512766
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Pada tabel diatas menunjukan Produk Domestik Regional Bruto di 

Sumatera Utara  dari tahun  2010 -2018  semakin meningkat.Dimana 

SumateraUtara yang memiliki 25 Kabupaten dan 8 Kota. Hal ini terjadi karena 

perekonomian di provinsi Sumatera Utara didukung oleh pembangunan 

infrastruktur yang dimana menggerakkan sektor-sektor yang berkontribusi untuk 

pertumbuhan ekonomi. Adanya perbaikan infrastruktur tersebut di dukung oleh 

pemerintah daerah yang ada untuk menstimulasi agar barang, jasa, pendapatan 

masyarakat, pendidikan, kualitas sumber daya manusia di provinsi Sumatera 

Utara bergerak dengan cepat dan tidak tertingal oleh daerah yang berdekatan 

sehingga meningkatkan produk domestik regional bruto di Provinsi Sumatera 

Utara 

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah 

merasakan dampak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah.3 Sistem otonomi 

daerah ini  menyebabkan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur 

rumah tangganya sendiri dan mengurangi campur tangan pemerintah pusat. 

Kebijakan ini didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.22 Tahun 

1999 (kemudian menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004) tentang 

pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian 

menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan 

wilayah ditujukan untuk mengupayakan keserasian dankeseimbangan 

pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan 

potensi tersebut secara efisien, tertib dan aman.  

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur 

yang tepat, berupa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu Produk 

Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional disebut dengan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu 

perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.  

                                                             
3  Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, Dan Dewan Pertimbangan Otonomi 

Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2014 
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Pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan 

sektoral yang tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber 

pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan 

meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih 

menggali potensi -potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Kemudian PAD dapat di artikan yakni dana yang di himpun dari beberapa dinas 

terkait di daerah tersebut dan dapat bersumberkan dari pajak daerah maupun 

BUMD. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang didapat daerah dari 

pemungutan atas dasar tata tertib daerah yang berdasarkan pada susunan 

perundang-undangan4. Adapun  besarnya PAD menunjukkan bahwa kemampuan 

daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung 

hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di 

masa yang akan datang.5 

Desentralisasi juga membawa perubahan pemikiran mengenai 

perimbangan keuangan daerah dan pusat, dengan mengubah prosedur penyaluran 

dana antara sentral dengan regional. Pendapatan asli daerah merupakan semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah seperti pajak, 

retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain. 

Dengan demikian pendapatan asli daerah juga harus di perkuat dengan 

distribusi dari pemungutan pajak baik daari pajak kendaraan sampai pajak bumi 

dan bangunan. Selain itu pendapatan asli daerah dapat di perkuat pula dengan 

pendapatan yang sah. 

 Pemerintah Pusat mengeluarkan dana perimbangan berupa dana alokasi 

umum untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur yang ada pada setiap daerah 

agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata. DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang 

                                                             
4 Tambunan, T. Upaya-upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah. www. Kardinindonesia 

.or.id. Di akses 10/9/2019 
5 Mamesah, D. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 

1995). h. 34 

http://www.kardinindonesia.or.id/
http://www.kardinindonesia.or.id/
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dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi6. 

DAU merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah, 

DAU dapat didistribusikan untuk mengatasi masalah  ketimpangan pendapatan 

antar daerah baik horizontal maupun vertikal. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerahdan sesuai dengan prioritas nasional.7 

Tabel 1.2. 

Data Realisasi APBD Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus dan Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-

2018 (JutaRupiah) 
 

TAHUN PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

DANA 

ALOKASI 

KHUSUS 

BELANJA 

MODAL 

2010 2,554,780.32 812,747.64 29,137.70 716,934.47 

2011 3,578,462.08 948,867.50 38,485.50 1,063,237.38 

2012 4,050,763.90 1,103,389.2 41,628.39 803,607.60 

2013 4,091,285.89 1,223,445.4 54,823.45 760,722.42 

2014 4,416,811.87 1,349,132.2 59,728.39 1,145,972.23 

2015 4,883,880.62 1,139,261.3 47,746.88 932,244.35 

2016 4,954,833.10 1,604,505.6 3,103,684.8 1,019,855.14 

2017 5,287,469.40 - - 1,919,452.04 

2018 5,638,960.58 2,629,224.5 3,912,060.8 1,564,903.23 

                                                             
6  Undang-Undang No.33 Tahun 2004. tentang perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. 
7Ibid. 
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Gambar 1.2. 

Perkembangan Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 

Khusus di Sumatera Utara 2010-2018 
 

Oleh karena itu, peneliti akan mengambil Variabel dependen Belanja 

Modal dengan Produk Domestik Regional Bruto sebagai moderasi dan untuk 

variabel independen menggunakan Pendapatan Asli Derah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).  Adapun judul yang akan 

diambil dan digunakan dalam penelitian ini yaitu “Analisis Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi KhususterhadapBelanja 

Modal dengan Produk Domestik Regional Bruto sebagai Variabel Moderasi pada 

Pemerintah DaerahProvinsi Sumatera Utara (2010-2018)".  

B. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Secara realisasi pada DJPK Dana Alokasi Umum mengalami penurunan di 

tahun 2015 dan 2017 

                                                             
8 https://www.bps.go.id/  di akses pada 20/5/2019 
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2. Secara realisasi pada DJPK Dana Alokasi Khusus mengalamai penurunan 

di tahun 2015 dan 2017 

3. Secara realisasi pada DJPK Belanja Modal mengalamai penurunan tahun 

2012, 2013, 2015, dan 2018 

4. Pada PDRB mengalami peningkatan namun beberapa tahun pada PAD, 

DAU,DAK, maupun Belanja Modal mengalami penurunan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merumuskan 

permasalahan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu : 

1. ApakahadaPendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja 

Modal di Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera Utara? 

2. ApakahadaDana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja 

Modal di Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera Utara?  

3. Apakah ada Dana Alokasi Khusus (DAK)berpengaruh terhadap Belanja 

Modal di Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera Utara? 

4. Apakah PDRB sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara? 

5. Apakah PDRBsebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh 

Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota 

Provinsi Sumatera Utara?  

6. Apakah PDRBsebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh 

Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota 

Provinsi Sumatera Utara? 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, masalah  perlu diberi batasan agar 

dalam pembahasannya dapat lebih terarah. Maka permasalahan dalam penelitian 

ini dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini hanya berfokus pada salah satu data realisasi DJPK 

mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), 

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal (BM) serta Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. 

2. Tahun penelitian yang diambil dari provinsi Sumatera Utara adalah tahun 

2010-2018 

E. Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang dan rumusan masalah terdapat tujuan yang dapat 

dicapai oleh peneliti yaitu : 

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja 

Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.  

2. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja 

Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. 

3. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja 

Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. 

4. Menganalisis PDRBsebagai variabel moderasi dapat memperkuat 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di 

Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. 

5. Menganalisis PDRBsebagai variabel moderasi dapat memperkuat 

pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. 

6. Menganalisis PDRBsebagai variabel moderasi dapat memperkuat 

pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. 

F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian tentang determinan kemiskinan di Pulau jawa 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca. Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1. Bagi Penulis, dapat mengetahui faktor - faktor apa yang mempengaruhi 

tingkat Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di 

ProvinsiSumatera Utara. Selain itu penulis dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan mempraktekkan ilmu teori yang didapat selama 

perkuliahan berlangsung. Sekaligus sebagai kemampuan tolak ukur 

dalam menganalisis untuk memenuhi tugas akhir dalam mencapai gelar 

kesarjanaan di Jurusan  Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara. 

2. Bagi Pemerintah Daerah setempat, dapat menjadi hal pertimbangan dan 

intropeksi variabel yang digunakan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Utara. Sehingga Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Utara dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto 

secara terus menerus. 

3. Bagi masyarakat dan pihak lain, dapat digunakan sebagai acuan atau 

referensi dan menjadi gambaran umum faktor –faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/ 

Kota di Provinsi Sumatera Utara. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Produk Domestik Regional Bruto 

Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya 

pertumguhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Perbedaan 

diantara keduanya adalah lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam 

standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan 

pembangunan ekonomi lebih condong bersifat kualitatif, yakni bukan hanya pada 

pertambahan, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi 

dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, 

pengetahuan, sosial dan teknik. Dalam pemerintah daerah, pembangunan sarana 

dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Syarat 

fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal 

pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk 

pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  ialah suatu penjumlahan dari 

semua pertambahan kegiatan ekonomi dalam periode tertentu kemudian PDRB 

terbagi menjadi dua jenis yakni menurut harga konstan dan tingkat tahun berlaku 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita9. Satu-satunya ukuran yang 

paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang 

mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau 

nasional. PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada 

suatu daerah atau lokal.  

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan PDRB sebagai alat 

ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Terdapat faktor-faktor yang 

                                                             
9 Boediono. Teori Pertumbuhan Ekonomi. (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1985).. h. 23 
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mempengaruhi pembanguan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, 

tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi 

sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, 

kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan 

pembangunan. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari  pertumbuhan ekonomi 

(economic growth). 

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu10. PDRB merupakan salah satu dari 

neraca wilayah yang metode perhitungannya menggunakan tiga pendekatan. 

Adapun ketiga pendekatan tersebut yaitu metode produksi, metode pengeluaran, 

dan metode pendapatan 11 . Secara teori, penghitungan PDRB dengan 

menggunakan ketiga metode tersebut akan menghasilkan nilai yang sama 

a. Metode Pendekatan Produksi 

Pada pendekatan produksi, PDRB merupakan penjumlahan Nilai Tambah 

Bruto (NTB) dari barang dan jasa yang ditimbulkan oleh unit-unit kegiatan 

ekonomi di suatu wilayah tertentu pada satu periode waktu tertentu. 

Menurut Arsyad (1999) fungsi produksi cobb-douglas tersebut dapat 

dituliskan dengan cara berikut:  

Y = ALα K β  

Dimana  

Y = total produksi, L = tenaga kerja, k = modal, A = produktivitas faktor 

total, α dan β adalah elastisitas output dari tenaga kerja dan modal, masingmasing.  

Nilai-nilai konstan ditentukan oleh teknologi yang tersedia. 19 Dalam 

penghitungan PDRB, seluruh lapangan usaha dikelompokkan menjadi sembilan 

sektor ekonomi. Ini sesuai dengan pembagian yang digunakan dalam 

penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) ditingkat nasional. Pembagian ini 

                                                             
10http://www.bi.go.id/ di akses pada 12/6/2019 
11https://sumut.bps.go.id/ di akses pada 14/6/2019 

http://www.bi.go.id/
https://sumut.bps.go.id/
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sesuai dengan System of National Accounts (SNA). Hal ini juga memudahkan 

para analis untuk membandingkan PDRB antar provinsi dan antara PDRB dengan 

PDB. 

b. Metode Pendekatan Pengeluaran 

Pada pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan penjumlahan dari 

komponen pengeluaran yang terdiri dari: konsumsi rumah tangga dan lembaga 

nirlaba, konsumsi pemerintah, pemebentukan modal tetap bruto/investasi, dan 

selisih ekspor impor. 

c. Metode Pendekatan Pendapatan 

Pada pendekatan pendapatan, PDRB merupakan penjumlahan dari balas 

jasa faktor-faktor produksi yaitu upah/gaji, surplus usaha, penyusutan/amortisasi, 

dan pajak tak langsung neto. Komponen ini disebut juga sebagai biaya 

input/primer12. 

Pada umumnya, PDRB disajikan dengan dua terminologi harga yang 

berbeda yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas 

dasar harga konstan dihitung untuk mengetahui perubahan tingkat produksi riil 

dengan mengeluarkan pengaruh dari faktor perubahan harga antar periode waktu. 

Untuk itu, digunakan tahun dasar sebagai acuan. Di mana pertimbangan adanya 

tahun dasar adalah kondisi perekonomian yang relatif stabil. Sedangkan PDRB 

atas dasar harga berlaku merupakan PDRB yang penghitungan output dan NTB- 

nya menggunakan harga pada waktu yang sama dengan waktu barang/ jasa 

diproduksi. Penyajian dengan cara ini akan memberikan gambaran dari struktur 

ekonomi wilayah pada tahun berjalan.  

Pembangunan ekonomi adalah usaha usaha untuk meningkatkann taraf 

hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendah nya real 

perkapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menikkan 

pendapatan rasional secara real juga untuk meningkatkan produktivitas.13 Setiap 

                                                             
12Ibid.h.35 
13Michael P. Todaro. Economnics for a Developing World. Longman (1981), h. 96-97 
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pembangunan daerah adalah  sebagai bagian dari pembangunan nasional dimana 

pada hakekatnya  ialah upaya untuk meningkatkan kapasitas serta potensi pada 

pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan 

profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima 

dan optimal  kepada masyarakat. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa output 

pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakan baik sumber 

daya alam, sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar, dan kerangka 

kehidpan ekonomi(sistem perekonomian) serta sikap output itu sendiri. 

Sebenarnya masih ada faktor faktor lain yang dapat berpengaruh tinggi rendahnya 

pendapatan nasional. Faktor ini berhubungan satu sama lain namun tidak hanya 

terjadi sesaat tetapi juga untuk suatu jangka tertentu14.  

2. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau 

penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber 

dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluam 

daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut 

seintensif mungkin.Salah satu faktor penting yang mempengaruh keberhasilan 

pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah 

yangmemadai. Semakin besar keuangandaerah, semakin besar pula kemampuan 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan 

daerah.15 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembelanjaan daerah. 

Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih 

tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah 

daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi -potensi daerah dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian PAD dapat di artikan yakni dana 

                                                             
14Ibid. h.5 
15A. Fauzi dan E. Iskandar. Cara Membaca APBD.  (Malang: Brawijaya University Press). 

h.44 
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yang di himpun dari beberapa dinas terkait di daerah tersebut dan dapat 

bersumberkan dari pajak daerah maupun BUMD. 

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang didapat daerah dari 

pemungutan atas dasar tata tertib daerah yang berdasarkan pada susunan 

perundang-undangan16. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah 

adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan 

Perundang-udangan yang berlaku. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatau komponen yang sangat 

menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam 

rangka otonomi daerah saat ini17. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan 

dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah 

adalah sektor Pendapatan Asli Daerah Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dipisahkan dari pendapatan Daerah dan ditetapkan Berdasarkan UU No. 33 

Tahun 2004 pada bab V (lima) pasal 6 nomor ayat 1 (satu) tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah yaitu 

pendapatan yang diperolah daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.18 

a. Pajak daerah 

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh perorangan 

atau suatu badan kepala daerah tanpa adanya imbalan langsung yang didapat 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakudan digunakan untuk 

membiayai penyelengaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah 19 . 

Menurut Pemerintah daerah, Pajak daerah dapat digolongkan ke dalam dua 

                                                             
16Ibid  
17Ibid.h.40 
18 Pasal 1 danpasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuanganantara Pusat dan Daerah. 
19Ahmad, Y. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002).  h. 67 



15 
 

 
 

kategori yaitu : Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.Sesuai dengan Undang-

undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi darah20. Jenis-jenis pajak Provinsi terdiri 

dari : 

a. Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan. 

b. Bea balik nama kendaraan dan kendaraan. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d.Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan 

Menurut UU no 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi Pajak 

hotel, pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan Jalan, 

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak 

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan 

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan21. Pajak daerah mempunyai 

peranan ganda yaitu: 

a. Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary) 

b. Sebagai alat pengatur (regulatory) 

Adapun ciri-ciri pajak daerah yaitu : 

a) Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku 

b) Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah 

c) Pajak tidak menimbulkan adanya timbal balik dari pemerintah secara 

langsung 

d) Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah  

e) Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran Negara 

                                                             
20Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. 
21Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang regulasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah. 
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b. Retribusi daerah 

Menurut Undang – Undang tentang regulasi Pajak Daerah dan retribusi 

Daerah, melalui Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.Dengan UU Nomor 18 

Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 200022. 

Berlakunya Undang - Undang pajak dan retribusi daerah disisi lain memberikan 

keuntungan daerah karena dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, 

namun dilainsisi beberapa sumber pendapatan asli daerah harus dihapus karena 

tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama yang berasal dari retribusi daerah. 

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. Ada pun ciri-ciri retribusi Daerah: 

a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah 

b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis 

c. Adanya timbal balik secara langsung dapat ditunjuk 

d. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau pun badan yang menggunakan 

jasa-jasa yang disiapkan negara. 

Ada pun 3 jenis Retribusi yang dipungut oleh daerah menurut UU Nomor 

28 Tahun 2009 23  yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu 

retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.   

a. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan dan diberikan 

oleh pemerintah daerah yang tujuan untuk kepentingan umum serta 

dapat dinikmati oleh perorangan atau badan. 

b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa usaha yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan perorangan atau badan. 

                                                             
22Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. 
23Undang – Undang tentang regulasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah, melalui Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 2009. 
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c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas pemberian izin tertentu yang diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan. 

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa dan pemberian izin tertentu atau khusus yang disediakan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.24 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Merupakan keuntungan atau laba bersih suatuperusahaan daerah bagi 

perusahaan milik daerah yang terdiri dari kekayaan daerah, maupun modal yang 

sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan yang sah terdiri dari 

hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.  

Menurut Undang- Undang nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa jenis 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut 

pendapatan yang mencakup bagian dari laba atau keuntungan atas penyertaan 

modal pada perusahaan miik daerah atau badan usaha milik daerah, bagian laba 

atas penyertaan modal pada perusaahan milik negara ataubadan usaha milik 

daerah dan bagian laba atas penyertaan modal kepada perusahaan milik swasta 

maupun kelompok masyarakat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan 

menurut bagian laba, devisien dan penjualan saham milik daerah.25  

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi: 

Menurut Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah 

yang sahmenganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis 

pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang berasal dari lain-lain milik 

pemerintah daerahyang sah26 meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

                                                             
24Siahaan.  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013).  h. 

97-99 
25HAW, W.  Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia.(Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 2007). h 74-75 
26Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah  
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b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, 

pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah. 

3. Dana Alokasi Umum 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan antara Daerah dan Pusat, dana alokasi umum adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi27. 

Menurut Bastian Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam 

rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar- daerah 28 . Sedangkan 

menurut Halim Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan 

pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi29. Dari penjelasan di atas 

terlihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan 

sehingga semua pemerintah  daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan 

terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, Dana 

Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah 

untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan 

negara. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal 

keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah 

                                                             
27Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Daerah 

dan Pusat. 
28Indra Bastian, Sistem Akuntansi Sektor Publik, ( Jakarta: salemba empat, 2002). h.84   
29 Halim, A. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik. (Jakarta: 

Salemba Empat. 2002). h. 160 
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daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing 

daerah. 

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah 

penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana alokasi umum 

bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan 

memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah 

yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan 

memperoleh alokasi Dana alokasi umum relatif besar. Dengan maksud melihat 

kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka 

pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi 

dengan belanja pegawai. DAU merupakan sumber pendanaan yang penting bagi 

pemerintah daerah, DAU dapat didistribusikan untuk mengatasi masalah  

ketimpangan pendapatan antar daerah baik horizontal maupun vertikal.  

Ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari 

dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan 

sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk 

menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat berinisiatif untuk 

memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat 

kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah 

yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan 

dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasan pajak antara pusat dan daerah telah 

diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal 

sebesar 26 % dari Penerimaan dalam negeri. Dana Alokasi Umum akan 

memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk 

membiayai kebutuhan pengeluaran 30  yang menjadi tanggung jawab masing-

masing daerah. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai 

berikut: 

                                                             
30Halim, A. Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama. (Jakarta: 

Salemba Empat, 2009). h. 68 
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a. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari penerimaan dalam 

negeri yang ditetapkan dalam APBN. 

b. DAU untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan masing 

masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana 

ditetapkan diatas. 

c. DAU untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan 

perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang 

ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan 

proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia31. 

Dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan 

kewenangan Pemerintah daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer Dana 

Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) 32 , Dana Alokasi 

Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya 

alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah daerah memiliki 

sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, 

dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah pusat 

diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah daerah untuk 

meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Menurut UU No.33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan 

DAU oleh suatu daerah33  (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan 

menggunakan pendekatan Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah 

ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum 

digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi 

dari potensi penerimaan daerah yang ada. 

                                                             
31Bambang Suprayitno.(2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah 

dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal 
32UU No. 32 tahun 2014 
33UU No.33 Tahun 2014 
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4. Dana Alokasi Khusus 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan antara Daerah dan Pusat menyatakan bahwa dana alokasi khusus dana 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang 

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus. 

Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan 

khusus daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 34  yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara pada pasal 1 angka 

23 UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara keuangan pusat dan 

keuangan daerah dijelaskan bahwa  dana alokasi khusus selanjutnya disebut DAK 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang ditujukan kepada 

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mandanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya pada 

pasal 162 dijelaskan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu 

dalam rangka pendanaan desentralisasi35 untuk : 

a. Membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas 

dasar prioritas nasinal. 

b. Membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Dalam 

menjalankan kebijakan Dana Alokasi Khusus,  

Maka terdapat langkah- langkah yang harus dilakukan pemerintah36 yaitu: 

1)  Penetapan Program dan Kegiatan Secara lebih rinci penetapan 

program ini diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 55 

tahun 2005 yang menyatakan bahwa program dan kegiatan yang 

akan didanai dari DAK merupakan program yang menjadi prioritas 

nasional yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah. kegiatan 

                                                             
34Ibid.  

 
36PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. 
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dan program yang akan didanai tersebut merupakan program yang 

diusulkan oleh Kementrian Teknis yang melalui proses koordinasi 

dengan Menteri dalam negeri, Menteri keuangan, dan Menteri 

Negara perencanaan dan pembangunan nasional. 

2) Penghitungan DAK Dalam PP Nomor 55 tahun 2005 pasal 54 

dijelaskan bahwa perhitungan DAK37 dilakukan melalui dua tahap 

yaitu: 

a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK.Dimana dalam 

tahap ini maka daerah yang akan menerima DAK harus 

memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. 

b. Penentuan besaran alokasi DAK untuk masing-masing daerah 

3) Pengalokasian DAK, Setelah semua kriteria dan perhitugan 

selesaikan dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah 

pengalokasian DAK. Daerah yang menerima DAK berkewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan penggunanaan dana pada laporan 

pertanggung jawaban pemerintah sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan. 

5. Belanja Modal  

Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah 

aset tetap atau investasi yang ada sehingga kan memberikan manfaatnya tersendiri 

pada periode tertentu. Belanja modal merupakan suatu pengeluaran pemerintah 

yang dimana dalam pelaksanaannya untuk pembentukan modal. pembentukan 

modal yang dimaksud dapat berupa tanah, peralatan, mesin, gedung dan 

bangunan, binatang dan lain sebagainya.Peningkatan alokasi belanja modal dalam 

bentuk aset tetap yang meliputi infrastruktur, peralatan, sarana dan prasarana 

sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin 

tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Oleh 

karena itu, adanya otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

                                                             
37Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. 
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ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah 

untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan 

strategis yang dapat mempengaruhi pada kemajuan daerahnya. Belanja daerah 

yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (permendagri nomor 25 tahun 

2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan 

efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi 

daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja 

modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.  

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 

satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan 

menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. 

Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran 

belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah 

bagi Pemerintah Daerah untukmeningkatkan pelayanan publikdalam rangka 

menghadapi desentralisasi fiskal.Belanja modal memiliki peranan penting karena 

memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada 

publik. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana 

dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun 

untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatakan aset tetap 

Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap 

lainnya.  

Sesuai dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2010 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan daerah38, Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok 

belanja Daerah, yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan 

dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 

mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar 

                                                             
38Permendagri Nomor 71 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 
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(BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang 

digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya39 

yang memberi manfaat lebih dari satu periode kuntansi serta melebihi batasan 

minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset 

tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan seharihari suatu satuan 

kerja, bukan untuk dijual 40 Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk 

memperoleh aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang 

termasuk belanja modal41;  

a. Belanja tanah, merupakan pengeluaran biaya yang digunakan 

untuk pengadaan pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama 

dan sewa tanah,pengurugan, perataan, pematangan tanah, 

pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sampai tanah tesebut 

siap digunakan. 

b. Belanja peralatan dan mesin, adalah biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan penggantian, dan peningkatan kapasitas 

peralatan dan mesin serta inventaris kantor serta manfaatnya lebih 

dari satu tahun. 

c. Belanja modal gedung dan bangunan,pengeluaran biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian termasuk 

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung 

dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung tersebut 

dalam kondisi siap pakai.  

d. Belanja modal jalan,irigasi dan jaringan, pengeluaran biaya yang 

digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pe

mbuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk 

                                                             
39PeraturanMenteriKeuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 
40Mawarni, dkk. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap 

Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten 

Dan Kota Di Aceh). Jurnal Akuntansi Volume 2, No.2, 2013.  h. 82 
41Abdul Halim. (2008). Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai). (Yokyakarta. UPP 

AMP YKPN ,2001). h.71 
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perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan 

jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan 

jaringan tersebut dalam kondisi siap pakai.  

e. Belanja aset tetap lainnya, pengeluaran biaya yang digunakan 

untuk 

pengadaan/penambahann/penggantian/peningkatan/pembangunan/

pembuatan serta perawatan, terhadap fisik lainnya. Yang termasuk 

dalam belanja ini adalah belanja modal untuk kontrak sewa beli, 

pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang 

untuk museum, hewan ternak dan tananman, buku serta jurnal 

ilmiah42 

B. Belanja Modal Dalam Perspektif Islam 

 Dalam syariat islam setiap individu, kelompok maupun wilayah pada 

prinsipnya harus memiliki modal sebagai persiapan yang baik yang akan 

menjadikan bermanfaat dan Modal tidak boleh diabaikan, namun wajib 

menggunakannya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan.. 

Seperti yang  terdapat pada hadist riwayat Bukhari. 

عَنْ عُرْوَةَ أنََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم اعَْطَاهُ دِيْنَارًايَشْترَِي لهَُ بِهِ شَاةً 

هُ بِدِيْنَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لهَُ باِلْبرََكَةِ فَاشْترََى لهَُ بهِِ شَاتيَْنِ فبََاعَ إحِْدَاهمَُا بِدِيْنَارٍ وَجَاءَ 

 فِي بيَْعِهِ وَكَانَ لوَْ اشْترََى التُّرَابحََ فيِْهِ )رَوَاهُ الْبخَُارِى

Artinya: “Dari ‘Urwah bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk 

dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian 

salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa 

seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoakan dia keberkahan 

                                                             
42Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2013, h.11-12 
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dalam jual belinya itu, “sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti 

mendapatkan untung”. (HR. Bukhari)43 

Terlihat pada hadist tersebut, bahwa Nabi menyukai umatnya yang mau 

berusaha agar mendapatkan keuntungan dari modal yang dimiliki. Dan bagi yang 

tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif yaitu 

mudharabah, musyarakah, dan lain-lain.Modal adalah sejumlah kekayaan yang 

bisa saja berupa assets ataupun intangible assets, yang bisa digunakan. Modal 

disisni dapat berupa uang, diamna keuangan pada suatau negara adalah berupa 

hak dan kewajiban serta segala sesuatu berupa barang yang dapat dijadikan milik 

negara berhubung dengan pelaksaaanhak dan kewajiban. Dari sisi objek yang 

dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara 

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang 

fiskal, mneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala 

sesuatau baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 

negara berhubungan dengan pelaksaaan hak dan kewajiban tersebut44 

Kebijakan ekonomi menurut ajaran Islam adalah keadilan distributif  

ذِي  لِ ولِ وَ سُ لرَّ لِ هِ وَ لَّ لِ ىٰ فَ قُرَ لِ الْ َهْ نْ أ هِ مِ ولِ سُ ىٰ رَ لَ ُ عَ اءَ اللََّّ َفَ ا أ مَ

نَ  يْ ةً بَ ولَ ونَ دُ كُ يْ لََ يَ يلِ كَ بِ نِ السَّ ابْ ينِ وَ اكِ سَ مَ الْ ىٰ وَ َامَ ت يَ الْ ىٰ وَ بَ قُرْ الْ

وا ۚ  َهُ ت انْ هُ فَ نْ مْ عَ اكُ ا نَهَ مَ ُوهُ وَ ذ خُ ولُ فَ سُ َاكُ مُ الرَّ ا آت مَ مْ ۚ وَ كُ نْ اءِ مِ يَ نِ َغْ الْْ

قَابِ  عِ يدُ الْ دِ َ شَ َ ۖ إِنَّ اللََّّ َّقُوا اللََّّ ات  وَ

Artinya :Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah 

untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin 

dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 

orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 

terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 

                                                             
43 H.R Bukhari…Muhammad Amin. Tafsir Ayat Ekonomi. (Jakarta: Sinar Grafika 

Offset).2013. h.196 
44Isnaini,Yenni, dkk. Hadis-hadis Ekonomi. (Jakarta: Prenadamedia Grup. 2015). h.231 

https://www.kompasiana.com/tag/ekonomi
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bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.(Al-

Hasyr:7).45 

Dengan prinsif keadilan ini, Al-Qur’an menegaskan bahwa segelintir 

orang tidak dibolehkan menjadi terlalu kaya sementara pada saat yang sama 

kelompok lain semakin dimiskinkan. Kondisi ini bertentangan dengan hakikat 

kemanusiaan yang berazaskan tauhid. Ajaran tauhid berimplikasi pada jaminan 

persamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dalam mengolah dan 

memetik hasil dari sumberdaya alam serta memanfaatkannya bagi 

kehidupanmasyarakat secara adil. Keadilan distributif ini pada konsep Islam 

tentang keamanahan manusia pada Allah SWT dan sesamanya.46 

Dalam Al-Qur’an pembangunan ekonomi lazimnya dibangun dengan 

konsep (‘imarah al-ard) yaitu memakmurkan bumi. Seperti firman Allah yang 

terdapat di Q.S. Al-Hud: 61 

نْ   مْ مِ كُ ا لَ َ مَ وا اللََّّ بُدُ مِ اعْ وْ ا قَ الَ يَ ا ۚ قَ حً الِ مْ صَ اهُ َخَ ودَ أ َمُ ىٰ ث لَ إِ وَ

مَُّ  رُ وهُ ث فِ َغْ ت اسْ ا فَ يهَ مْ فِ كُ رَ مَ َعْ ت اسْ َرْضِ وَ نَ الْْ مْ مِ كَُ أ شَ َنْ وَ أ هُ ۖ هُ رُ يْ هٍ غَ
َٰ ل ِ إ

جِيبٌ  يبٌ مُ رِ ِي قَ ب  هِ ۚ إِنَّ رَ يْ لَ ِ وُبُوا إ  ت

Artinya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. 

Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu 

Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 

kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)". (Q.S. Al-Hud: 61).47 

Selain kata imarah, pembangunan ekonomi menurut pakar ekonomi juga 

terdapat dalam semua ayat yang menyebutkan kata-kata kasb (berusaha), al-

                                                             
45Al-Qur’an Terjemahan.Q.S. Al-Hasyr: 7 
46Azhari Akmal Tarigan. Tafsir ayat-ayat ekonomi sebuah Eksplorasi Melalui Kata-

kata Kunci Dalam Al-Qur’an.. (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012) h.198-199  
47Al-Qur’an Terjemahan.Q.S. Al-Hud: 61 
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infaq(nafkah/biaya) atau ad-darbu fil ard yang kesemuanya merujuk pada 

aktivitas ekonomi baik itu mengola dan mengombinasikan input dan output48. 

C. Penelitian Terdahulu 

Dalam kajian penelitian sebelumnya dapat dijadikan perbandingan dan 

acuan untuk memberikan gambaran terhadap penelitian terdahulu yang 

mengambil tema analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

dan berguna bagi penulis dalam menyusun penelitian ini. Pada bagian ini akan 

diberikan beberapa penlitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian 

ini : 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 
 

No Peneliti Dan 

Tahun 

Judul Hasil 

1 Ni Wayan 

Ratna Dewi 

dan I Dewa 

Gede Dharma 

Suputra 

201749 

Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus, Dan 

Belanja Modal Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

(PDRB) 

 Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

PDRB.   

 Dana Alokasi Umum tidak 

berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

PDRB.  

 Dana Alokasi Khusus 

berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

PDRB.  

 Belanja Modal tidak 

                                                             
48Ibid, h.248  
49Ni Wayan Ratna Dewi dan I Dewa Gede Dharma Suputra. Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (PDRB) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3. 2017.  1745-1773 
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berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

PDRB. 

 

2 Mawarni, dan 

Syukriy 

Abdullah 

201350 

Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah Dan Dana 

Alokasi Umum Terhadap 

Belanja Modal Serta 

Dampaknya Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

PDRB (Studi Pada 

Kabupaten Dan Kota Di 

Aceh) 

 PAD berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

PDRB. 

 berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

PDRB. 

 belanja modal tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi PDRB. 

3 Siti Aisyah 

201451 

Pengaruh Dana Alokasi 

Umum (DAU),  

Dana Alokasi 

Khusus (DAK), 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Dan Pendapatan 

Domestik Regional 

Bruto (PDRB)  

Terhadap Alokasi 

 Tidak terdapat pengaruh yang 

signifikandari PDRB 

terhadap 

AlokasiAnggaranBelanja 

Modal 

 Terdapat pengaruh positif 

pada Dana 

AlokasiUmumterhadap 

AlokasianggaranBelanja 

                                                             
50Mawarni, dan Syukriy Abdullah. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi 

Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pdrb (Studi 
Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh) Dalam Jurnal Ekonomi Volume 2, Nomor 2. 2013. h.30-37 

51Siti Aisyah. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap 

Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-

2012). Dalam skripsi Universitas Islam Sultan Agung. 2014. 
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Belanja Modal 

(Studi Pada Pemerintah 

Kabupaten/ Kota di Jawa 

Tengah Tahun 2010-

2012) 

 

 

Modal 

 Tidak terdapat pengaruh 

positif Dana 

AlokasiKhususterhadap 

AlokasianggaranBelanja 

Modal Daerah 

 Terdapat pengaruh positif 

pendapatan asli daerah (PAD) 

terhadap 

AlokasiAnggaranBelanja 

Modal 

4 Nurin 

Hidayati 

201652 

 Analisis Pengaruh Pad, 

Dau Dan Dak Terhadap  

Alokasi Belanja Modal 

Dengan Pertumbuhan 

Ekonomi  

Sebagai Variabel 

Moderasi Pada 

Pemerintah Daerah  

Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Jawa Tengah 

 PAD tidak berpengaruh 

terhadap belanja modal 

 DAU berpengaruh terhadap 

belanja modal dengan 

intensitas dan arah yang 

berlawanan 

 DAK memiliki pengaruh 

yang positif terhadap belanja 

modal 

 pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh dan tidak dapat 

memoderasi hubungan PAD 

pada alokasi belanja modal 

 bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh dan dapat 

memoderasi hubungan DAU 

                                                             
52Nurin Hidayati. Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Alokasi Belanja Modal 

Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Dalam skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta . 

2016. 
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pada alokasi belanja moda 

 pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh dan dapat 

memoderasi hubungan DAK 

pada belanja modal dengan 

intensitas dan arah yang 

berlawanan 

5 Sri Cahyaning, 

Puspita Sari 

Surya 

Prabawati dan 

Eva Wany 

201753 

Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum Dan 

Dana Bagi Hasil 

Terhadap Alokasi 

Belanja Modal Dengan 

Pertumbuhan Ekonomi 

Sebagai Variabel 

Moderating Pada 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2013-

2015 

 Pendapatan Asli Daerah, 

Dana berpengaruh secara 

parsial terhadap alokasi 

belanja modal 

 Alokasi Umum tidak 

berpengaruh secara parsial 

terhadap alokasi belanja 

modal 

 Dana Bagi Hasil tidak 

berpengaruh secara parsial 

terhadap alokasi belanja 

modal 

 Dana Bagi Hasil berpengaruh 

dan mampu dimoderasi 

Pertumbuhan Ekonomi 

terhadap alokasi 

belanjamodal  

 Pendapatan Asli Daerah dan 

Dana Alokasi Umum tidak 

berpengaruh dan tidak 

                                                             
53Sri Cahyaning, Puspita Sari Surya Prabawati dan Eva Wany. Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan 

Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015.  Dalam accounting journal unnes 2017. 
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mampu dimoderasi 

Pertumbuhan Ekonomi 

terhadap alokasi belanja 

 Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, dan 

Dana Bagi Hasil secara 

bersama-sama berpengaruh 

terhadap alokasi belanja 

modal dimoderasi dengan 

pertumbuhan ekonomi 

 

1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

Dari penelitian derdahulu yang penulis cantumkan, adanya kesamaan 

variabel. Seperti  pada variabel terikat yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Kemudian pada variabel bebas seperti 

Belanja Modal sertaa variabel moderasi yang dimana sebagai penguat atau 

plemeah dari variabel-variabel tersebut. 

Namun yang menjadi perbedaaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya ialah objek dan lokasi yakni pada pemerintah daerah Kabupaten/kota 

di Provinsi Sumatera Utara. 

2. Pengaruh Antar Variabel  

a. Pengaruh Pendaptan Asli Daerah dengan Belanja Modal 

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah 

daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah 

didapatkan melalui hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk 

bisa mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya masing-

masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa 
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membiayai segala kegiataan penciptaan infrastruktur atau sarana dan prasarana 

daerah melalui alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). 

Menurut Dedi secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh 

postif terhadap belanja modal 54 .Menurut Mardiasmo  pendapatan asli daerah 

adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah55. Dimana  PAD merupakan salah 

satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki 

oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan 

meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih 

menggali potensi – potensi daerah dan meningkatkan jumlah barang atau jasa.  

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal 

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan 

keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan  atas dasar desentralisasi, 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan desenstralisasi dilakukan 

dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah 

untuk mengatur dan mengurusi sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu 

pemberina dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini 

bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dn 

pemerintah daerah56. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah 

untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi.  

                                                             
54Dedi Suprianto .2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal 

Pemerintah di Kabupaten Nagan Raya. h. 42 
55Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. (Yogyakarta: ANDI. 2002). h.36 
56UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
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Menurut Prakosa ialah bukti empiris bahwa jumlah belanja modal 

dipengaruhi oleh dana DAU yang diterima dari pemerintah pusat. 57 Menurut 

Halim DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 58  Estimasi 

untuk perhitungan anggaran DAU dihitung berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 

dan PP No. 104 Tahun 200059. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh 

pada Produk Domestik Regional Bruto, maka terdapat kemungklnan kuat bahwa 

Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh positif terhadap Belanja Deearah 

karena nilai DAU pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD.  

c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal 

Dana  perimbangan  merupakan  perwujudan  hubungan  keuangan  antara 

pemerintah  pusat  dengan  daerah.  Salah  satu  dana  perimbangan  adalah  Dana 

Alokasi  Khusus,  DAK  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang 

dialokasikan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  membiayai  kegiatan  khusus  

yang merupakan  urusan  daerah  dan  prioritas  nasional.  Tujuan  DAK  untuk  

mengurangi beban  biaya  kegiatan  khusus  yang  harus  ditanggung  oleh  

pemerintah  daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi 

pembangunan, pengadaan, peningkatan  perbaikan  sarana  dan  prasarana  fisik  

pelayanan  publik  dengan  umur ekonomis  panjang.   

Dengan  diarahkannya  pemanfaatan  DAK  untuk  kegiatan tersebut  

diharapkan  dapat  meningkatkan  pelayanan  publik  yang  direalisasikan  dalam 

belanja modal. Selain itu  ada yang berpendapat bahwa Dana  Alokasi  Khusus 

merupakan  salah  satu  sumber  pendanaan  untuk  belanja  modal.  Hal  ini 

mengindikasikan  bahwa  terdapat  hubungan  antara  pemberian  dana  transfer  

                                                             
57Prakosa, Kesit Bambang. (2004). Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi 

Jawa Tengah dan DIY. JAAI Vol. 8 No. 2,h. 114 
58 Halim, A. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik. (Jakarta: 

Salemba Empat. 2002). h. 45 
59UU No. 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah  dan PP No. 104 Tahun 2000. Tentang 

dana perimbangan.  
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dari pemerintah  pusat  (DAK)  dengan  alokasi  anggaran  pengeluaran  daerah  

melalui belanja  modal.   

Menurut UU No 33 tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Daud Widodo DAK 

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 

yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional60. Besarnya 

DAK yang diterima dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

melalui terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan 

dalam roda perekonomian. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik akan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

d. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan 

Ekonomi sebagai Pemoderasi  

Salah satu sumber dana bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan 

infrastruktur daerah adalah PAD. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

PAD yang sah. Penelitian yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan 

asli daerah pada belanja modal 61 .Maka dari itu untuk meningkatkan alokasi 

belanja modalnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, 

pemerintah daerah membutuhkan pasokan dari PAD yang lebih tinggi juga. 

                                                             
60Ibid. 
61Sugiarthina. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota 

Semarang Periode 2005-2009. .Jurnal Fokus Ekonomi, Stie Pelita Nusantara Semarang.h.67 
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e. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan 

Ekonomi sebagai Pemoderasi  

Dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, 

pemerintah daerah akan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana 

prasarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan cara 

meningkatkan belanja modal. Sehingga pemerintah daerah membutuhkan sumber 

dana yang lebih untuk meningkatkan alokasi belanja modal tersebut. Salah satu 

sumber dana tersebut adalah DAU, DAU merupakan dana yang bersumber dari 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada 

belanja modal62.Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menggunakan DAU 

untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja 

modal.  

f. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan 

Ekonomi sebagai Pemoderasi  

Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan 

khusus daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 63  yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan sumber dana 

dan belanja modal. Karena pemerintah akan memperbaiki dan melengkapi 

infrastruktur dan sarana prasarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

lebih baik. Salah satu sumber dana yang didapat oleh pemerintah daerah adalah 

DAK. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, 

pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur 

ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan 

                                                             
62Ibid hl.69 
63Ibid.  
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adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian 

anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang 

dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.  

D. Kerangka Berpikir 

Pengaruh Pendapan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Modal, Pengaruh 

Dana Alokasi Umum (X2) terhadap Belanja Modal, Pengaruh Dana Alokasi 

Khusus (X3) Terhadap Belanja Modal. PDRB sebagai variabel moderasi dapat 

memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal, 

PDRB sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi 

Umum (DAU) terhadap Belanja Modal, PDRB sebagai variabel moderasi dapat 

memperkuat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. 

Berdasarkan latar belakang penelitian, kajian teoritis, kajian penelitian 

terdahulu dan kerangka diatas maka dapat digambarkan sebuah kerangka berpikir 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

   

 

     

   

      

   

        

Gambar 2.1. 

KerangkaBerpikir 

Pendapatan  

Asli  

Daerah (X1) 

 

Belanja Modal 

(Y) 

Dana Alokasi  

Umum (X2) 

Dana Alokasi  

Khusus (X3) 

 

PDRB 
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E. Hipotesa Penelitian 

Hipotesa adalah penjelasan sementara tentang satu tingkah laku, gejala-

gejala, atau gejala tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Berdasarkan 

kerangka berfikir yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membuat hipotesa 

yang akan diuji sebagai berikut: 

1. Ha1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja 

Modal 

Ho1 : Pendapatan Asli Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap 

Belanja Modal 

2. Ha2 : Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja 

Modal 

Ho2 : Dana Alokasi Umum Tidak Berpengaruh Terhadap 

Belanja Modal 

3. Ha3 : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja 

Modal 

Ho3 : Dana Alokasi Khusus Tidak Berpengaruh Terhadap 

Belanja Modal 

4. Ha4 : PDRB akan memperkuat pengaruhterhadap Pendapatan 

Asli Daerah pada Belanja Modal  

Ha4  : PDRBtidak akan memperkuat pengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal  

5. Ha5 : PDRB akan memperkuat pengaruh terhadap Dana Alokasi 

Umum pada Belanja Modal   

Ha5  : PDRB tidak akan memperkuat pengaruh terhadap Dana 

Alokasi Umum pada Belanja Modal 

6. Ha6 :PDRB akan memperkuat pengaruh terhadap Dana Alokasi 

Umum pada Belanja Modal  

Ha6 :PDRB tidak akan memperkuat pengaruh terhadap Dana 

Alokasi Umum pada Belanja Modal.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian  

Pada penelitian ini adalahPenelitiankuantitatifdimanamenggunakan data 

skunder. Data sekunder yang digunakan oleh penulis bersumber dari hasil laporan 

Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Selain 

itu, penulis menggunkan data yang bersumber dari DJPK (Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan)64. Data sekunder yang bersumber dari BPS (Badan Pusat 

Statistik)65 adalah data PDRB ADHK 2010 (Produk Domestik Bruto Atas Dasar 

Harga Konstan) dan data sekunder yang bersumber dari DJPK (Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan) adalah data anggaran PAD (Pendapatan Asli 

Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan Belanja 

Modal (BM).  

Penulis dalam penelitiannya mengunakan Moderated Regreesion Analysis 

(MRA) dengandata kurun waktu tertentu (time series). Data time series pada 

penelitian ini meliputi 25 Kabupaten dan 8 Kota di Sumatera Utara dan data time 

series pada penelitian ini meliputi tahun 2010 hingga tahun 2018. Penelitian ini 

merupakan penelitian korelasional yang digunakan untuk mencari pengaruh antara 

variabel bebas yang terdiri atas X1, X2, X3 terhadap Y dengan Z bersifat 

kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif karena data yang disajikan berupa angka-angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil 

penelitian ini diwujudkan dalam angka.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera 

Utaradi Jl. Asrama No.179, Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, 

Sumatera Utara 20123. dan    DIREKTORAT    JENDERAL   PERIMBANGAN  

                                                             
64http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ di akses 10/7/2019 
65https://sumut.bps.go.id/ di akses 18/6/2019 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/%20d
https://sumut.bps.go.id/
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KEUANGAN (DJPK) di Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9. 

Jakarta Pusat 10710. Yang di akses melalui website 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ di akses 10/7/2019 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan mulai bulan 

juli sampai dengan bulan september 2019. 

C. Populasi dansampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.66 Populasi dalam penelitian ini 

adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara 2010-2018. 

2. Sampel 

Sampel pada penelita ini dengan mengurutkan tahun yaitu 9 tahun mulai 

2010 sampai dengan 2018 (pertahun) dengan 33 kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Utara. 

D. Definisi Operasional Variabel  

Peniliti menggunakan  3 variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel 

Moderasi, Model terikat dan variabel bebas.  

a. Variabel Moderasi (Z)  

 variabel Moderasi atau Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji 

interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam 

persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 

variabel independen).67Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu proses kenaikan 

output perkapita dalam jangka panjang yang kemudian menaikkan kapasitas suatu 

negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. 

Pertumbuhan Ekonomi dapat diketahui dengan menggunakan Produk Domestik 

Bruto (PDB) untuk skala nasional dan untuk skala regional atau daerah disebut 

                                                             
66  Sugiyono. Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 215 
67  Lie Liana.2009. Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel 

Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. h 97 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/%20d


41 
 

 
 

dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu nilai barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh masyarakat disuatu wilayah, ditingkat provinsi maupun 

tingkat kabupaten/kota dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam 

harga pasar. PDB dapat juga diartikan sebagai barang barang dan jasa jasa yang di 

produksi di dalam negara tersebut 68 . Tujuan dari PDB dan PDRB adalah 

meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode 

waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), yang dihitung dengan rumus:  

Pertumbuhan Ekonomi = (PDRBt – PDRBt-1)/(PDRBt-1)x100%  

Keterangan:  

PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto tahun sekarang  

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya 69 

1. Variabel Terikat 

Menurut Permendagri Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan 

bagian dari kelompok belanja Daerah, yang memiliki pengertian berupa 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau 

pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat70 lebih dari dua 

belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan 

aset tetap lainnya, dapat di rumuskan: 

BM=BT+BPM+BGB+BJIJ+BATL 

Keterangan: 

BM =Belanja Modal 

BM = Belanja Tanah 

BPM = Belanja Peralatan Dan Mesin 

BGB = Belanja Gedung Da Bangunan 

                                                             
68  Sadono Sukirno. Makroekonomi Teori Pengantar,cet.3, ed.3 (Jakarta: Rajawali Pres, 

2015), h.34 
69  Purwanto, F.P. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (studi kasus pada Kabupaten 

dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011).Skripsi. FE Universitas Negeri 

Yogyakarta.h.38 
70 Permendagri No. 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah. 
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BJIJ = Belanja Jalan Irigasi Dan Jaringan 

BATL = Belanja Aset Tetap Lainnya 

2. Variabel Bebas (X)  

Variabel bebas dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen, 

yaitu:  

a. Pendapatan Asli Daerah/PAD (X1)  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber asli 

dari daerah itu sendiri dan diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. PAD didapatkan dari Hasil Pajak Daerah (HPD), 

Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan 

Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang dirumuskan dengan:  

PAD = HPD + RD + PLPD + LPS  

Keterangan:  

PAD = Pendapatan Asli Daerah  

HPD = Hasil Pajak Daerah  

RD = Retribusi Daerah  

PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah  

LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah 71 

b. Dana Alokasi Umum/DAU (X2)  

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluaran. Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan 

digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan 

pelayanannya kepada masyarakat. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada 

publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja 

karena sudah ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan 

tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah 

sehingga hal tersebut akan memicu peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di daerah. 

Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun kabupaten/kota dapat 

dinyatakan sebagai berikut :  

                                                             
71Ibid.h.38 
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DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar  

Keterangan :  

Celah fiskal = kebutuhan fiskal - kapasitas fiskal72 

c. Dana Alokasi Khusus/DAK (X3)  

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dri APBN yang 

dialokasikan kepada daerah. untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. 

Salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang 

bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik 

daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju Pertumbuhan 

Ekonomi antar daerah dan pelayanan antar bidang. Dana Alokasi Khusus untuk 

masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam 

Laporan Realisasi APBD. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu 

membiayai kebutuhan khusus daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana 

perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus73 yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi. bentuk dari teknik dokumentasi berupa catatan peristiwa yang sudah 

berlalu, misalnya tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang74. 

Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data Analisis 

Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan PDRB 

Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Sumatera Utara. 

F. Teknik Analisis Data  

 Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linier 

sederhana untuk menguji hipotesis pertama, kedua, ketiga dan regresi linier 

berganda untuk menguji hipotesis keempat. Analisis data sekunder dibagi ke 

                                                             
72Ibid.h.38 
73 Ibid.  
74Ibid h. 137 
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dalam 2 tahap. Pertama akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas data, uji Multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. 

Tahap kedua, melakukan uji hipotesis.  

1. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas  

Menurut Ghozali, uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi 

dan variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogrov Smirnov Test dengan 

membandingkan asympototic signyfycance dengan α = 0,05. Dasar penarikan 

kesimpulan uji normalitas ini adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila 

nilai asymptotic signifycacenya > 0,0575.  

b. Uji Multikolinieritas  

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah variabel 

independen memiliki kemiripan dengan variabel independen yang lain. Jika nilai 

koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,70, 

maka model dinyatakan bebas dari asumsi klasik multikolinearitas76.  

c. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik 

adalah yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi sering terjadi pada sampel 

dengan data time series dengan n – sempel dalam suatu periode tertentu. Cara 

yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah 

dengan uji Durbin-Watson (DW test) 77 . Dasar pengambilan keputusan ada 

tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:  

                                                             
75  Imam Ghozali.Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS:Cetakan IV. ( 

Universitas Diponegoro, Semarang. 2011). h.135 
76 Agung Nugroho Bhuono. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS. 

(Yogyakarta: Andi. 2005).  h.58 
77Ibid. h.137 
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a. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) 

dan (4-du) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada 

autokorelasi.  

b. Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound (dl) 

maka koefisien autokorelasi > 0, berarti ada autokorelasi positif.  

c. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi < 

0, berarti ada autokorelasi negatif.  

d. Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara (4-

du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.  

2. Moderated Regression Analysis (MRA) 

Disini penelitain menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji 

interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan 

regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). 

MRA ini dilakukan melalui uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji signifikansi 

parameter individual (uji statistik), )dengan rumus persamaan sebagai berikut: 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4 (X1 x Z) + b5 (X2 xZ) + b6 (X3 xZ) + e 

 

Dimana : 

Y = Belanja Modal 

a = Konstanta 

b1-6 = Koefiensi Regresi 

X1 = Pendapatan Asli Daerah 

X2 = Dana Alokasi Umum 

X3 = Dana Alokasi Khusus 
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Z = Produk Domestik Regional Bruto 

Kemudian dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen, terbatas. Sebaliknya, nilai R2 yang 

mendekati satu menandakan variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen78 . 

Nilai yang di gunakan adalah adjusted R2 karena variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari dua buah. Digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar perubahan variabel dependen mampu 

dijelaskan oleh variabel independen. Pada penelitian ini berarti seberapa 

besar perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mampu 

dijelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Sumatera Utara. Koefisien determinasi akan meningkat seiring 

bertambahnya variabel independen, artinya 𝑅2 merupakan fungsi dari 

variabel independen. Untuk itu, dibuat alternatif yaitu koefisien 

determinasi yang disesuaikan atau Adjusted 𝑅2 agar tidak merupakan 

fungsi variabel independen 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)Uji Anova atau F test misal 

menghasilkan nilai F hitung dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil 

dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel Y yang di sandarkan dengan 

variabel moderat, atau dapat dikatakan bahwa variabel Xa , variabel Xb, 

dan variabel moderat (interaksi antara Xa dan Xb) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel Y dengan variabel moderasi sebagai 

penguat atau pelemah dari variabel tersebut. Kemudian Digunakan 

untuk menguji apakah variabel independen secara bersama - sama mampu 

                                                             
78Ibid, h.136 
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mempengaruhi variabel dependen yang kemudian dimoderasi. Pada 

penelitian ini berarti, digunakan untuk menguji apakah Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal 

secara bersama-sama mampu mempengaruhi Produk Domestik Regional 

Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung. Adapun dikatakan layak 

model tersebut apabila prob. F-statistik < dari alpha yang artinya menolak 

𝐻0. 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik) Pada uji statistik t 

untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mampu 

mempengaruhi variabel dependen serta variabel moderasi sebagai penguat 

atau pelemah dari variabe-variabel tersebut. Pada penelitian ini, untuk 

mengetahui apakah Penadapan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Modal, 

Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus 

mempengaruhi Belanja Modal, Penadapan Asli Daerah mempengaruhi 

Belanja Modal dengan dimoderasi PDRB, Dana Alokasi Umum 

mempengaruhi Belanja Modal dengan dimoderasi PDRB , Dana Alokasi 

Khusus mempengaruhi Belanja Modal dengan dimoderasi PDRB   

Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Dalam mengetahui 

apakah variabel independen secara individual mampu mempengaruhi 

variabel dependen pada penelitian ini yaitu dengan membandingkan nilai 

probabilitas (p- value) dengan taraf derajat signifikansi satu persen.  Dari 

ke tiga variabel independen (variabel Xa , variabel Xb, dan variabel 

moderat) yang dimasukkan dalam regresi, jika variabel Xa , variabel 

Xb, dan variabel moderat (interaksi antara Xa dan Xb) memberikan 

nilai koefisien parameter dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 

tingkat signifikansi yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel Xb adalah variabel moderating. Jika variabel moderat 

mempunyai tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 

yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Xb bukan 

merupakan variabel moderating. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN  

A. Hasil Penelitian Sampel 

Data sampel penelitian ini adalah data yang diambil dari pemerintah 

daerah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara antara lain Laporan Realisasi 

APBD, data Produk Domestik Regional Bruto, data Pendapatan Asli Daerah, dan 

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Belnaja Modal selama tahun 

2010 sampai dengan tahun 2018 yang diperoleh dari BPS Pusat dan BPS 

Sumatera Utara dan melalui situs internet departemen keuangan dengan alamat 

http://www.djpk.depkeu.go.id/ dan juga dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara. 

Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara yang menjadi populasi dari penelitian 

adalah 25 Kabupaten dan 8 Kota, sebagai berikut:  

1  Kab. Asahan  17  Kab. Padang Lawas Utara  

2  Kab. Batubara  18  Kab. Pakpak Bharat  

3  Kab. Dairi  19  Kab. Samosir  

4  Kab. Deli Serdang  20  Kab. Serdang Bedagai  

5  Kab. Humbang Hasundutan  21  Kab. Simalungun  

6  Kab. Karo  22  Kab. Tapanuli Selatan  

7  Kab. Labuhanbatu 23  Kab. Tapanuli Tengah  

8  Kab. Labuhanbatu Selatan 24  Kab. Tapanuli Utara  

9  Kab. Labuhanbatu Utara  25  Kab. Toba Samosir  

10  Kab. Langkat  26  Kota Binjai  

11  Kab. Mandailing Natal  27  Kota Gunungsitoli  

http://www.djpk.depkeu.go.id/


49 
 

 
 

12  Kab. Nias  28  Kota Medan  

13  Kab. Nias Barat  29  Kota Padang Sidempuan  

14  Kab. Nias Selatan  30  Kota Pematangsiantar  

15  Kab. Nias Utara  31  Kota Sibolga  

16  Kab. Padang Lawas  32  Kota Tanjung Balai  

  

33  Kota Tebing Tinggi  

 

Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 33 pemerintah kabupaten dan 

kota selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2018.  Atas dasar penentuan jumlah 

sampel yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka diperoleh jumlah 

sampel dari penelitian selama 2010 sampai dengan 2018 adalah sebesar 33 

pemerintah kabupaten dan kota selama 9 tahun penelitian maka diperoleh 

sebanyak 9 x 33 = 297 data pengamatan.  

B. Statistik Deskiptif 

Analisis deskriptif statistik dilakukan untuk mengetahui sebaran nilai dari 

variabel-variabel penelitian. Hal –hal yang akan dikaji dalam membahas analisis 

deskriptif adakah nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum dari masing-

masing variabel. Berikut adalah hasil output perhitungan deskriptif statistik 

menggunakan SPSS 16.0. 

Tabel 4.1. 

Descriptive Statistics (Juta Rupiah) 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pendapatan Asli Daerah 297 1028 1739757 102391.43 237613.330 

Dana Alokasi Umum 297 0 1611941 493294.58 303250.803 
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Dana Alokasi Khusus 297 0 459510 85641.74 82377.216 

Belanja Modal 297 0 997476 206194.12 139448.383 

Produk Domestik Regional 

Bruto 
297 5070 1480060 127782.52 216991.504 

Valid N (listwise) 297     

Sumber : Data Skunder yang diolah SPSS; 2019 

Dari tabel di atas diperoleh keterangan bahwa dari N sampel sebanyak 

297, di mana nilai rata-rata variabel PAD diperoleh keterangan nilai rata-rata 

sebesar Rp 102,391.43 per tahun, dengan perolehan nilai maksimum sebesar Rp 

1,739,757 dan nilai minimumnya sebesar Rp 1,028 dengan standar deviasi Rp 

237,613.330 dari rata-rata. PAD merupakan pendapatan daerah yang 

menggambarkan kemampuan daerahnya dalam merealisasikan PAD yang 

direncanakan guna membiayai pengeluaran daerah pemerintahannya, berdasarkan 

potensi riil daerah. Secara keseluruhan PAD Provinsi Sumatera Utara mengalami 

kenaikan, peningkatan PAD ini merupakan akibat perkembangan pesat pajak 

daerah dan retribusi daerah. 

Pada variabel DAU diperoleh keterangan nilai rata-ratanya sebesar Rp 

493,294.58 per tahun, dengan nilai maksimum sebesar Rp 161,1941 dan nilai 

minimumnya sebesar Rp 0 dengan standar deviasi Rp 303,250.803dari rata-rata.  

Dana Alokasi Umum (DAU) berperan penting dalam mewujudkan pemerataan 

keuangan antar daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

Pada variabel DAK diperoleh keterangan nilai rata-rata sebesar Rp 

85,641.74per tahun, dengan perolehan nilai maksimum sebesar Rp 459,510dan 

nilai minimumnya sebesar Rp 0 dengan standar deviasi Rp 82,377.216 dari rata-

rata. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari APBN dialokasikan kepada 

daerah agar berfungsi dalam membiayai kebutuhan tertentu untuk menutup 
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kesenjangan publik antar daerah dengan memberi prioritas pendidikan, pertanian 

prasarana pemerintahan daerah dan lingkungan hidup. 

Pada variable BM diperoleh keterangan nilai rata-rata sebesar Rp 

206,194.12 per tahun, nilai maksimum sebesar Rp997,476 dan nilai minimumnya 

sebesar Rp0 dengan standar deviasi Rp 139,448.383 dari rata-rata. Belanja modal 

mempunyai pengaruh yang begitu penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian 

daerah, karena alokasi belanja modal adalah alokasi dana yang mendukung dalam 

penyediaan dan pembangunan infrastruktur publik. 

Variabel PDRB yang diperoleh dari 33 Kabupaten/ Kota di Sumatera 

Utara selama tahun 2010-2018 menunjukkan rata-rata sebesar Rp 127,782.52 per 

tahun, dengan perolehan nilai maksimum sebesar Rp 1480060 dan nilai 

minimumnya sebesar Rp 5,070 dengan standar deviasi Rp 216,991.504 dari rata-

rata. Dengan melihat angka laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) pada suatu daerah 

maka dapat memberikan gambaran bagaimana pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi yang telah dicapai oleh daerah tersebut.  

C. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda. Untuk analisis tersebut maka terlebih dahulu diuji untuk tidak adanya 

masalah penyimpangan terhadap asumsi  klasik. 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel-variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik. Test 

statistik yang digunakan adalah  uji Kolmogorov-Smirnov test. Hasil pengujian 

diperoleh dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. 

Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 297 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 6.22442582E4 

Most Extreme Differences Absolute .066 

Positive .066 

Negative -.055- 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.144 

Asymp. Sig. (2-tailed) .146 

a. Test distribution is Normal.  

   

Sumber : Data Skunder yang diolah SPSS 2019 

Berdasarkan nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1.144 dan signifikansi 

pada 0.146 > 5% (α = 0,05). Dalam hal ini berarti data residual berdistribusi 

normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Pengujian terhadap gejala multikolinearitas ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah terdapat korelasi/hubungan yang kuat antar variabel-variabel 

independen  dalam model persamaan regresi. Adanya multikolinearitas dalam 

model persamaan regresi yang digunakan akan mengakibatkan ketidakpastian 

estimasi, sehingga mengarahkan kesimpulan yang menerima hipotesis nol. Hal ini 
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menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak signifikan dan standar deviasi 

sangat sensitif terhadap perubahan data. Pengujian multikolinieritas dilakukan 

dengan menggunakan korelasi antar variabel penelitian tolerance dan VIF. Hasil 

pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3. 

Uji Multikolinieritas 

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 2019 

 

Variabel Nilai VIF Keterangan 

PAD (XI) 11.798 Terjadi Multikolinieritas 

DAU (X2) 3.476 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

DAK (X3) 1.918 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

PDRB (Z) 15.155 Terjadi Multikolinieritas 

 

Pengujian multikolinierits menggunakan nilai VIF menunjukkan bahwa 

nilai VIF PAD dan PDRB mengalami Multikolinieritas yakni 11.798 dan 15.155 

                              Coefficientsa 

Model t Sig. 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 14.599 .000   

Pendapatan Asli Daerah 5.598 .000 .085 11.798 

Dana Alokasi Umum 1.213 .226 .288 3.476 

Dana Alokasi Khusus 6.060 .000 .521 1.918 

Produk Domestik Regional Bruto 2.799 .005 .066 15.155 

a. Dependent Variable: 

Belanja Modal 
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dimana nilai VIF > 10. Sedangkan variabel DAU dan DAK tidak terjadi 

multikolinieritas yang menunjukkan nilai VIF < 10. 

c. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).  Untuk menguji 

autokorelasi digunakan uji Durbin Watson.. Jika antar residual tidak terdapat 

hubungan korelasi maka dikatakan residual adalah acak atau random. Berikut ini 

hasil uji autokorelasi dalam model regresi: 

Tabel 4.4. 

Uji Autokorelasi  

 

Sumber : Data Skunder yang diolah SPSS, 2019 

Hasil uji Durbin watson menunjukkan nilai DW dipeorleh sebesar 1,334 

yang berada diantara du = 1.82 dan 4 – du = 2,18. Dengan demikian nilai DW 

berada diantara du dan 4 – du. Dengan demikian model regresi tidak memiliki 

masalah autokorelasi.  

   Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .895a .801 .798 62669.139 1.334 

a. Predictors: (Constant), Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Khusus, 

 Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah 

 

b. Dependent Variable: Belanja Modal        
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2. Pengujian Hipotesis 

a. Moderated Regression Analysis (MRA) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model 

regresi berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi 

merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan 

regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel 

independen). 

Analisis regresi berganda bertujuan mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau lebih, dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel 

dependen dengan independen. Analisis regresi berganda dilakukan dengan 

menggunakan uji koefisien determinasi (R2), uji F (uji simultan) dan uji t (uji 

parsial). 

b. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas 

yaitu PDRB, DAU, DAK dan PAD secara bersama–sama terhadap belanja modal. 

Tabel 4.5. 

Koefisien Determinasi 

                                                                Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .904a .818 .813 60286.617 

a. Predictors: (Constant), X3 x Z, X1 x Z, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, X2 x Z,  

Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah 

b. Dependent Variable: Belanja Modal     

Sumber : Data Skunder yang diolah SPSS, 2019 
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Nilai koefisien determinasi dari hasil perhitungan dapat kita ketahui bahwa 

nilai koefisien determinasi (adjusted R Square) adalah sebesar 0,818 atau 81,8%. 

Hal ini berarti bahwa variabel PAD, DAU, DAK, PDRB, dan MODERASI secara 

bersama – sama memiliki pengaruh sebesar 81,8% terhadap alokasi anggaran 

Belanja Modal. Sedangkan sisanya sebesar 0,182 atau  18.2 % dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian tersebut. 

c. Uji Simultan (Uji F) 

Uji model dilakukan dengan menggunakan uji F yaitu menguji pengaruh 

variabel PDRB, PAD, DAU dan DAK secara bersama–sama terhadap alokasi 

anggaran untuk belanja modal. 

Tabel 4.6. 

Uji Simultan 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.706E12 7 6.722E11 184.959 .000a 

Residual 1.050E12 289 3.634E9   

Total 5.756E12 296    

a. Predictors: (Constant), X3 x Z, X1 x Z, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, X2 x Z, Produk 

Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah 

b. Dependent Variable: Belanja Modal    

Sumber : Data Skunder yang diolah SPSS, 2019 

Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.7 sebelumnya.Dari hasil 

perhitungan dapat kita ketahui bahwa F hitung (184.959) dengan signifikansi 

sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian 



57 
 

 
 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari PDRB, DAU, DAK,PAD dan 

MODERASI secara bersama–sama terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. 

d. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial (uji t) adalah untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas 

secara parsial terhadap variabel terikatnya dan kemudian yang dimoderasi. Pada 

uji statistik t untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mampu 

mempengaruhi variabel dependen serta variabel moderasi sebagai penguat atau 

pelemah dari variabe-variabel tersebut. Pada penelitian ini, untuk mengetahui apakah 

Penadapan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Modal, Dana Alokasi Umum 

mempengaruhi Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Modal, 

Penadapan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Modal dengan dimoderasi PDRB, 

Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja Modal dengan dimoderasi PDRB , Dana 

Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Modal dengan dimoderasi PDRB   

Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Berikut adalah hasil perhitungan 

nilai t hitung dan taraf signifikansinya dalam penelitian ini: 

Tabel 4.8. 

Uji Model t dengan variabel moderasi 

 

                                                                      Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 91612.544 8590.678  10.664 .000 

Pendapatan Asli Daerah .536 .085 .913 6.327 .000 

Dana Alokasi Umum .022 .027 .049 .823 .411 

Dana Alokasi Khusus .440 .082 .260 5.371 .000 
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Produk Domestik Regional 

Bruto 
.255 .065 .397 3.946 .000 

X1 x Z -1.767E-7 .000 -.377- -3.245- .001 

X2 x Z -4.904E-8 .000 -.099- -1.163- .246 

X3 x Z -3.636E-7 .000 -.117- -2.289- .023 

a. Dependent Variable: Belanja Modal      

Sumber : Data Skunder yang diolah SPSS, 2019 

Model persaman regresi diperoleh sebagai berikut: 

1. jika nilai sig < 0,05, atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y 

2. jika nilai sig > 0,05, atau t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y 

t tabel = t (a/2;n-k-1) = t (0,025;297) = 1,697 

 

 

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) pada tabel 4.8 hasil pengujian hipotesis 

diperoleh sebagai berikut: 

1. Hasil uji moderasi untuk H1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 6.327 

dengan signifikansi sebesar 0,00. Nilai signifikan untuk variabel PAD 

menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 5% (α = 0,05) dan 

BM= 91612.544 + 0. 536PAD + 0,022DAU + 0,440DAK + 0.255PDRB + -

1.767E-7X1xZ + -4.904E-8X2xZ + -3.636E-7X3xZ + e 
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nilai t-hitung 6.327 > t-tabel sebesar 1,697 yang artinya bahwa H0 

diterima sehingga terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal.  

2. Hasil uji moderasi untuk H2 diperoleh hasil t-hitung sebesar 0.823 

dengan signifikansi sebesar 0,411. Nilai signifikan untuk variabel 

DAU menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% (α = 

0,05) dan nilai t-hitung 0.823 < t-tabel sebesar 1,697 yang artinya 

bahwa DAU tidak dapat  berpengaruh terhadap belanja modal. 

3. Hasil uji moderasi untuk H3 diperoleh hasil t-hitung sebesar 5.731 

dengan signifikansi sebesar 0,00. Nilai signifikan untuk variabel DAK 

menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% (α = 0,05) 

dan nilai t-hitung 5,731> t-tabel sebesar 1,697 yang artinya bahwa H3 

diterima sehingga terdapat pengaruh yang positif DAK terhadap 

Belanja Modal. 

4. Hasil uji moderasi untuk H4 diperoleh hasil t-hitung sebesar -3.245 

dengan signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikan untuk variabel 

X1xZ  menunjukkan nilai dibawah  tingkat signifikan sebesar 5% (α = 

0,05) dan nilai t-hitung -3.245>t-tabel sebesar 1,697 yang artinya 

bahwa PDRB berpengaruh dan  dapat memoderasi hubungan PAD 

pada belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan, 

sehingga H4 ditolak.  

5. Hasil uji moderasi untuk H5 diperoleh hasil t-hitung sebesar -1.163 

dengan signifikansi sebesar 0,246. Nilai signifikan untuk variabel 

X2xZ menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% (α = 

0,05) dan nilai t-hitung -1.163  <  t-tabel sebesar 1,697 yang artinya 

bahwa PDRB berpengaruh negatif dan tidak dapat memoderasi 

hubungan DAU pada belanja modal dengan intensitas dan arah yang 

berlawanan.  
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6. Hasil uji moderasi untuk H6 diperoleh hasil t-hitung sebesar -2,289 

dengan signifikansi sebesar 0,023. Nilai signifikan untuk variabel 

X3xZ menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% (α = 

0,05) dan nilai t-hitung -2,289> t-tabel sebesar 1,697 yang artinya 

bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan dapat memoderasi 

hubungan DAK pada belanja modal dengan intensitas dan arah yang 

berlawanan, sehingga H6 ditolak.  

3. Pembahasan 

a. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh  bahwa  PAD  berpengaruh 

terhadap belanja modal, yang berarti H1 diterima Hal ini menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara bergantung kepada 

Pendapatan Asli Daerah untuk membelanjakan modal yang digunakan untuk 

pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap 

berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dengan 

tujuan menunjang sarana dan prasarana publik yang baik serta infrastruktur yang 

meningkatkan pembangunan daerah.  

Pendapatan Asli Daerah juga merupakan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah, dalam meningkatkan dana yang diperoleh untuk menjadi sumber 

pembelanjaan daerah maka pemerintah daerah harus meningkatkan potensi daerah 

yang dimiliki. Jika pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik dapat 

ditingkatkan maka Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh juga semakin 

meningkat. Karena peningkatan sarana dan prasarana dibelanjakan melalui belanja 

modal. Jadi semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi juga alokasi 

belanja modal yang diperoleh. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang 

dilakukan oleh (cahyaning 2016) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh 

signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.  

b. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal  

Berdasarkan  hasil penelitian diperoleh bahwa DAU tidak berpengaruh 

terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten/kota yang 
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mendapatkan DAU yang kecil akan cenderung memiliki belanja modal yang 

tinggi. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain 

seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (cahyaning 2016) memberikan 

hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal. Hal ini disebabkan DAU lebih banyak digunakan untuk 

membiayai belanja yang lain. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil 

penelitian ini dimana DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

belanja modal namun dengan arah negatif. Namun hasil penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurin Hidayati 2014) yaitu DAU 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang mengatakan bahwa semakin 

tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat. Dari berbagi 

pemaparan diatas dapat disimpulkan jika DAU semakin meningkat maka alokasi 

belanja modal semakin rendah. 

 

c. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAK memiliki pengaruh 

yang positif terhadap belanja modal, yang berarti H3 diterima. Hasil ini 

menjelaskan bahwa kabupaten/kota yang mendapatkan DAK yang besar akan 

cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya 

indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi oleh 

sumber penerimaan DAK. 

 Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, 

pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur 

ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan 

adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian 

anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang 

dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.  

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Nurin Hidayati (2016) menunjukkan hasil bahwa DAK berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal.Namun hasil penelitian ini berbeda dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah  (2014), yaitu DAK  tidak berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal.Hal ini dapat dikarenakan penggunaan sampel 

dan periode waktu yang berbeda.Dari berbagai pemaparan diatas dapat 

disimpulkan jika anggaran DAK meningkat maka alokasi belanja modal pun 

meningkat.  

d. Pengaruh antara PAD terhadap Belanja Modal dengan 

Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh dan  dapat  memoderasi hubungan PAD pada alokasi belanja modal 

dengan intensitas dan arah yang berlawanan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi memiliki kontribusi positif terhadap pengalokasian belanja 

modal yang kemudian berdampak pada hubungan PAD terhadap pengalokasian 

belanja modal.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurin Hidayati (2016) 

yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berepengaruh signifikan dan 

tidak mampu memoderasi hubungan antara PAD dengan pengalokasian belanja 

modal.Dari berbagai pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin rendah 

pertumbuhan ekonomi maka pengaruh Pendapatan Asli Daerah  pada belanja 

modal semakin rendah pula. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka 

pengaruh PAD  pada belanja modal semakin menurun. 

e. Pengaruh antara DAU terhadap Belanja Modal dengan 

Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh dan  tidak dapat memoderasi hubungan DAU pada alokasi belanja 

modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan. Belanja modal yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana, fasilitas 

serta infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Ketika suatu daerah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, maka daerah 

tersebut juga mengalami penurunan  alokasi belanja modal. Dengan demikian, 

pemerintah daerah menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan kepada 
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publik sesuai denagn pertumbuhan ekonomit yang direalisasikan melalui belanja 

modal.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurin Hidayati (2016) 

yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berepengaruh signifikan dan 

tidak mampu memoderasi hubungan antara DAU dengan pengalokasian belanja 

modal. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang 

signifikan tetapi memperlemah pengaruh antara PAD  pada belanja modal. Dari 

berbagai pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan 

ekonomi maka pengaruh Dana Alokasi Umum pada belanja modal semakin 

meningkat.  

f. Pengaruh antara DAK terhadap Belanja Modal dengan 

Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan DAK  pada belanja modal dengan 

intensitas dan arah yang berlawanan. Belanja modal yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana, fasilitas serta infrastruktur 

bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena pertumbuhan 

ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk 

menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah.  

Ketika suatu daerah telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

maka pemerintah daerah akan mengurangi pengalokasian belanja modalnya dan 

menggunakan DAK tersebut untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan 

daerah dan  sesuai dengan  prioritas nasional lainnya selain belanja modal.   

Hal ini karena tujuan  pemerintah daerah melakukan belanja modal yaitu 

untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi sudah tercapai. Hal ini berarti bahwa 

pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan tetapi memperlemah 

pengaruh antara DAK  pada belanja modal. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan 

ekonomi maka pengaruh DAK pada belanja modal semakin menurun. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa : 

1. Secara parsial hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah berperuh signifikan 

terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. 

2. Secara parsial hasil penelitian Dana Alokasi Umum tidak berperuh 

signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera 

Utara. 

3. Secara parsial hasil penelitian Dana Alokasi Khusus berperuh signifikan 

terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. 

4. Secara parsial Produk Domestik Regional Bruto Sebagai variabel moderasi 

memperlemah Pendapatan Asli Daerah dan terhadap Belanja Modal di 

Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. 

5. Secara parsial Produk Domestik Regional Bruto Sebagai variabel moderasi 

memperkuat Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di 

Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.  

6. Secara parsial Produk Domestik Regional Bruto Sebagai variabel moderasi 

memperlemah Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di 

Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. 

 

B.  Saran 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menganalisis model penelitian 

dengan menggunakan Moderasi dengan  menunjukkan  perolehan dari 

perbedaaan kondisi PAD, dana perimbangan (DAU dan DAK), pertumbuhan 

ekonomi maupun belanja modal yang terjadi pada masing-masing wilayah 

Kabupaten/Kota. 
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Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat  mengubah model penelitian 

dengan menambahkan  variabel seperti halnya variabel  non keuangan. Variabel 

non keuangan seperti kebijakan pemerintah daerah dapat menjelaskan dengan 

baik seberapa besar tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang 

dengan pertumbuhan ekonomi daerah setempat dalam mengutamakan 

kesejahteraan masyarakat. 

C. Implikasi  

Bagi Pemerintah Daerah diharapkan dapat: 

1. Mengalokasikan Belanja Modal Dimana Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan (DAU dan DAK), serta PDRB Sebagai Moderasiuntuk  

diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

2. Mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan 

daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran sehingga pada akhirnya ketergantungan pada 

pemerintah pusat dapat dikurangi. 
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